BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Menimbang

DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa penanaman modal merupakan bagian dari
penyelenggaraan perekonomian sebagai upaya
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
yang berdaya saing;

bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Daerah di Kabupaten Bandung perlu
dilakukan penyesuaian dalam rangka
mempermudah serta mempercepat pelayanan
penanaman modal di daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal, jumto Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor S5 Tahun 2013, perlu dilakukan
penyesuaian terkait penyelenggaraan penanaman
modal daerah di Kabupaten Bandung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Penanaman  Modal
Daerah di Kabupaten Bandung.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985
tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  3335)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3515);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4162);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 42);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Moda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 93);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea
Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan
untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri
Dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 507);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 701);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata
Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1138);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
atas Perubahan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2012 Nomor 23);



28.

29.

30.

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai
Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah  Kabupaten Bandung Tahun 2011
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan
Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman

Modal

Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang
selanjutnya disebut Badan adalah Satuan Kerja
Pemerintah Daerah yang membidangi
penanaman modal dan perizinan di Daerah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang
selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung
jawab di bidang penanaman modal, yang
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.

Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal
asing, untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penanaman Modal Dalam Negeri, yang
selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya
disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.

Penanam modal adalah perseorangan atau
badan usaha yang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanamana Modal, yang selanjutnya disebut
PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang  memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan
untuk melakukan penanaman modal yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintan
daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi
mengenai penanaman modal, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal adalah badan
usaha yang melakukan penanaman modal baik
yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang

terintegrasi antara BKPM dengan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang memiliki kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan, Badan

Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK,
PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara
PTSP Bidang Penanaman Modal.



17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang
selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan
mengenai perkembangan realisasi penanaman
modal dan kendala yang dihadapi penanam
modal yang wajib disampaikan secara berkala.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
pasal yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Setiap Penanam modal yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi
administrasi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap
sebagai berikut:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IIA sehingga BAB IIA berbunyi sebagai
berikut:

BAB IIA
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 4B

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan
dasar penanaman modal di Daerah untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah
yang kondusif bagi penanaman modal untuk
penguatan daya saing perekonomian
daerah; dan

b. mempercepat peningkatan penanaman
modal.



(2)

(3)

(4)

10

Dalam menetapkan kebijakan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah:

a. memberi perlakuan yang sama bagi
penanam modal dengan tetap
memperhatikan kepentingan daerah;

b. menjamin kepastian hukum, kepastian
berusaha, dan keamanan berusaha bagi
penanam modal sejak proses pengurusan
perizinan sampai dengan berakhirnya
kegiatan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan
dan memberikan perlindungan kepada
usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk
Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas
pengembangan potensi daerah.

Ketentuan mengenai Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman
modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.

Untuk penyelenggaraan PTSP bidang
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bupati memberikan pendelegasian
wewenang pemberian perizinan dan
nonperizinan atas urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung
kepada Kepala Badan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
wewenang pemberian perizinan dan
nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

S. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
diubah dan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal
8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Ruang lingkup pelayanan penanaman modal
terdiri atas:

a. pelayanan perizinan penanaman modal; dan

b. pelayanan non perizinan penanaman modal.

(2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal
dan pelayanan nonperizinan penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai jenis pelayanan perizinan
penanaman modal dan jenis pelayanan
nonperizinan penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal
15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap perusahaan penanam modal wajib
menyampaikan LKPM secara berkala kepada
Kepala Badan.

(2) Kewajiban Penyampaian LKPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian
LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Bab VII dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (39/2014)



